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ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui bagaimana kebijakan formulatif 
terhadap tindak pidana dalam tindak pidana 
Kekerasan dalam Rumah Tangga dan bagaimana 
perumusan sistem sanksi pidana terhadap tindak 
pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang 
dengan metode penelitian yuridis normatif 
disimpulkan: 1. Tindak pidana kekerasan dalam 
rumah tangga menurut ketentuan Undang-Undang 
Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) pada 
beberapa ketentuan pasalnya yang tidak 
menimbulkan akibat yang berupa penyakit atau 
halangan untuk menjalankan aktivitasnya sehari-
hari ditentukan sebagai delik aduan sebagaimana 
tersebut pada Pasal 51 (kekerasan fisik), 52 
(kekerasan psikis), dan 53 (kekerasan seksual yang 
dilakukan oleh suami atau istri). 2. Penanggulangan 
terhadap tindak pidana Kekerasan dalam Rumah 
Tangga menurut ketentuan Undang-Undang 
Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) dalam 
pemberian sanksi berupa pidana penjara   atau 
denda minimum dan maksimum.  
Kata Kunci: Tindak Pidana Kelalaian; Pemidanaan 
Dan Sanksi Pidana; Peradilan Pidana Anak. 
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
         Keluarga merupakan satu kelompok atau 
kumpulan beberapa individu yang hidup bersama 
atau unit masyarakat terkecil dan biasanya 
mempunyai hubungan darah yang berupa ikatan 
perkawinan atau ikatan yang lainnya.5 Dalam 
sebuah keluarga memerlukan kepala rumah tangga 
sebagai sosok penting untuk memimpin keluarga 
tersebut.6 Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, 
dan anak yang menjadi satu kesatuan dan memiliki 
hubungan yang erat. Hubungan tersebut ditandai 
dengan adanya hubungan timbal balik antar 
individunya. Sebuah keluarga dikatakan harmonis 
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apabila semua anggotanya merasa bahagia dan 
tidak ada konflik dalam keluarga tersebut. Konflik 
dalam keluarga sebenarnya adalah hal yang wajar 
apabila konflik tersebut bisa diselesaikan dengan 
cara yang baik dan benar, semua keluarga pasti 
pernah mengalami konflik seperti konflik antar 
suami dan istri maupun konflik orang tua dengan 
anak. Perbedaan setiap keluarga dalam mengatasi 
konflik dan menyelesaikan konflik itulah yang 
membuat satu keluarga dengan keluarga lain 
berbeda.7 Keluarga dalam menyelesaikan sebuah 
konflik harus dengan cara yang baik dan benar, 
setiap individu didalam keluarga harus mempunyai 
rasa pengertian dan pengendalian emosi karena 
dengan adanya rasa itu terwujdlah keluarga yang 
bahagia. Apabila konflik diselesaikan dengan cara 
yang tidak benar maka akan menimbulkan 
permasalahan yang lebih berat lagi, seperti halnya 
jika menyelesaikan dengan cara marah-marah 
hingga emosi tinggi dan berakhir dengan 
menggunakan kekerasan fisik akan menimbulkan 
dampak yang tidak baik untuk kedepannya.8 
Kekerasan yaitu setiap perbuatan terhadap individu 
yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau 
penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau 
penelantaran, termasuk ancaman melakukan 
perbuatan pemaksaan atau perampasan 
kemerdekaan secara melawan hukum.9 Pada zaman 
sekarang kekerasan bukan suatu hal yang asing 
dalam kehidupan di masyarakat. Kekerasan dapat 
terjadi dimana saja dan banyaknya berita kriminal 
tentang kekerasan dapat mempengaruhi kehidupan 
sosial masyarakat. Contohnya kekerasan yang 
terjadi dalam rumah tangga tersebut. Manusia tidak 
terlepas dari kekerasan maupun kejahatan, dari 
jaman dahulu hingga sekarang kekerasan semakin 
berkembang di negara ini. Kekerasan umumnya 
terjadi pada perempuan bukan hal yang baru lagi, 
berbagai komentar dan tanggapan tentang faktor 
terjadinya kekerasan masih diperdebatkan. 
Perbuatan kekerasan menimbulkan rasa 
keprihatinan terhadap perempuan. Umumnya 
masyarakat berpendapat bahwa lingkungan di luar 
rumah lebih berbahaya di banding dalam rumah, 
nyatanya tidak demikian. Kekerasan yang timbul 
dalam rumah tangga seperti penganiayaan, 
perkosaan sampai pembunuhan bahkan sering 
terjadi diantara anggota keluarga itu sendiri.10 Ada 
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pendapat bahwa kekerasan yang terjadi dalam 
rumah tangga dan terlihat oleh media hanyalah 
sebagian kecil dari berbagai masalah kekerasan 
dalam rumah tangga yang ada dikejadian 
sebenarnya. Kekerasan dalam rumah tangga 
sejatinya harus dihilangkan atau dikurangi karena 
pemerintah sudah menciptakan Undang-Undang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 
adanya UU PKDRT ini diciptakan agar kekerasan 
yang terjadi setiap tahunnya bisa semakin 
berkurang atau bisa bersih dari kekerasan, tapi 
nyatanya sangat sulit untuk merealisasikan UU 
PKDRT tersebut dalam masyarakat Indonesia. 
Luasnya kekerasan terhadap perempuan membuat 
perempuan itu sendiri terkadang enggan 
membicarakannya. Studi yang beredar mengenai 
jenis kekerasan yang sangat meluas atau sangat 
benyak yaitu kekerasan dalam rumah tangga. 
Kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya 
disingkat KDRT ini terjadi apabila terjadi hubungan 
yang tidak imbang antar individu dalam sebuah 
keluarga. Dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Daerah 
Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang 
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban 
Kekerasan dijelaskan bahwa perlindungan 
perempuan adalah segala upaya yang ditujukan 
untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa 
aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan 
memberikan perhatian yang konsisten dan 
sistematis yang ditujukan untuk mencapai 
kesetaraan gender.11 Cara mengurangi kekerasan 
dalam rumah tangga tidak hanya dilakukan oleh 
individu yang ada dalam sebuah keluarga saja, akan 
tetapi pemerintah ikut serta dalam menanggulangi 
kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pasal 12 
Undang-Undang Pengahapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 dijelaskan bahwa 
kewjiban pemerintah yang pertama adalah 
merumuskan kebijakan tentang penghapusan 
kekerasan dalam rumah tangga, kedua 
menyelenggarakan komunikasi, informasi, edukasi 
tentang kekerasan dalam rumah tangga, ketiga 
menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang 
kekerasan dalam rumah tangga, dan keempat 
menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan 
sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah 
tangga serta menetapkan standar dan akreditasi 
pelayanan yang sensitif gender. Dengan adanya 
Undang-undang PKDRT (Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga), masalah kekerasan dalam 
rumah tangga menjadi isu publik.  Dilihat dari sudut 
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politik kriminil, maka tidak terkendalinya 
perkembangan tindak pidana kekerasan dalam 
rumah tangga yang semakin meningkat, justru 
dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi 
pidana yang dipilih dan ditetapkan. Terdapat 
beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut 
yang tidak dapat dilaksanakan karena sanksi hukum 
yang tidak sesuai dan tidak ada peraturan 
pelaksanaannya seperti rumah aman dan rumah 
alternatif bagi korban KDRT. Selain itu juga dengan 
sistem sanksi alternatif yang tercantum dalam 
Undang-Undang No. 23 tahun 2004 bagi masyarakat 
pada umumnya yang awam di bidang hukum dapat 
menimbulkan salah tafsir dimana mereka yang 
melakukan kekerasan dalam rumah tangga dapat 
memilih penjatuhan sanksi bila tidak ingin dipenjara 
maka dapat dengan membayar pidana denda saja 
maka mereka akan bebas dari jeratan hukum. Selain 
itu, pencantuman sanksi maksimal saja tanpa 
mencantumkan batas minimal dapat menimbulkan 
ketidakpastian hukum. Pelaku bisa saja hanya 
dijatuhi dengan pidana paling minimun dan ringan 
bagi korban yang tidak sebanding dengan perbuatan 
yang dilakukan oleh pelaku, sehingga korban 
enggan untuk mengadukan tindak kekerasan dalam 
rumah tangga yang dialaminya yang dianggap 
akhirnya hanya akan membuang-buang waktu dan 
tidak dapat memenuhi rasa keadilan korban. 
Bedarakan pemikiran yang dikemukakan diatas 
penulis tertarik melakukan penelitian berupa 
penulisan skripsi dengan judul’ Kebijakan Hukum 
Pidana Dalam Pemberian Sanksi Terhadap 
Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga’.  Penelusuran lebih dalam terhadap 
ketentuan pidana dalam UU No. 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 
Tangga dengan menganalisis kebijkan formulasi 
tindak pidan kekerasan dalam rumah tangga serta 
hubungan antara penetapan sanksi pidana dan 
tujuan pemidanaan yang terkandung di dalamnya 
yang merupakan titik penting dalam menentukan 
strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan 
tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk 
menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan 
digunakan dalam rangka penanggulangan tindak 
pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kebijakan 
menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling 
baik untuk mencapai tujuan, setidak-tidaknya 
mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari 
persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi. 
Masalah pemilihan berbagai alternatif untuk 
memperoleh pidana mana yang dianggap paling 
baik, paling tepat, paling patut paling berhasil atau 
efektif merupakan masalah yang tidak mudah.  



B. Perumusan Masalah 
1. Bagaimana kebijakan formulatif terhadap tindak 

pidana dalam tindak pidana Kekerasan dalam 
Rumah Tangga ? 

2. Bagaimana perumusan sistem sanksi pidana 
terhadap tindak pidana Kekerasan dalam Rumah 
Tangga ? 

 
C. Metode Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian 
hukum normatif yang disebut juga sebagai 
penelitian kepustakaan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Kekerasan 
dalam Rumah Tangga 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 
cenderung dilakukan oleh pria pada kelompok usia 
yang masih muda, tidak bekerja, tidak dalam ikatan 
pernikahan yang sah, kemungkinan pernah 
menyaksikan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada 
masa kanak-kanak, serta adanya problem psikiatri 
yang bervariasi dari depresi sampai penyalahgunaan 
zat berbahaya. Beberapa keadaan lain yang perlu 
mendapat perhatian terhadap kemungkinan 
terjadinya KDRT adalah masalah terkait obat-obatan 
dan alkohol, situasi yang berkaitan dengan keadaan 
stress dan depresi. Banyak pelaku KDRT melakukan 
kekerasan di bawah pengaruh alkohol. Namun 
pelaku yang melakukan kekerasan dalam kondisi 
sadar mengambil proporsi yang lebih besar. Pelaku 
KDRT dapat dibedakan menjadi tiga tipe : 
a. cyclically emotional volatile perpetrators, pelaku 

KDRT jenis ini mempunyai ketergantungan 
terhadap keberadaan pasangannya. Pada dirinya 
telah berkembang suatu pola peningkatan emosi 
yang diikuti dengan aksi agresif terhadap 
pasangan. Bila pelaku memulai dengan kekerasan 
psikologis, kekerasan tersebut dapat berlanjut 
pada kekerasan fisik yang berat. 

-  overcontrolled perpetrators, pelaku jenis ini yaitu 
kelompok yang pada dirinya telah terbentuk pola 
kontrol yang lebih mengarah kepada control 
psikologis daripada kekerasan fisik. 

b. Psychopathic perpetrators, pelaku yang pada 
dirinya tidak terbentuk hubungan emosi atau 
rasa penyesalan, dan cenderung terlibat juga 
dalam kekerasan antar pria maupun perilaku 
kriminal lainnya.12 

c. penyesalan, dan cenderung terlibat juga dalam 
kekerasan antar pria ataupun perilaku criminal - 
lainnya. 
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Tindak pidana selalu bertalian erat dengan 
nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga 
apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, 
tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak 
pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan 
hanya dapat dikurangi atau diminimalisir 
intensitasnya. KUHP membedakan “aturan umum” 
untuk tindak pidana yang berupa kejahatan dan 
pelanggaran. Artinya, kualifikasi delik berupa 
kejahatan atau pelanggaran merupakan kualifikasi 
juridis yang akan membawa konsekuensi juridis 
yang berbeda. KUHP tidak mengenal kualifikasi 
juridis berupa delik aduan, walaupun di dalam KUHP 
ada aturan umum tentang mengajukan dan menarik 
kembali pengaduan untuk kejahatan-kejahatan 
tertentu (tidak untuk pelanggaran). KUHP tidak 
membuat aturan umum untuk bentuk-bentuk 
tindak pidana (“forms of criminal offence”) yang 
berupa permufakatan jahat, persiapan, dan 
pengulangan (recidive). Ketiga bentuk tindak pidana 
ini hanya diatur dalam aturan khusus (Buku II atau 
Buku III). Artinya, ketentuan mengenai 
permufakatan jahat, persiapan, dan pengulangan di 
dalam KUHP hanya berlaku untuk delikdelik 
tertentu dalam KUHP, tidak untuk delik di luar 
KUHP.  

Pada umumnya dalam setiap perbuatan 
antara pelaku dan korban seringkali tidak saling 
kenal malah terkesan asing. Memang ada beberapa 
perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang-orang 
yang sudah saling mengenal (sahabat, teman, 
tetangga), serta orang-orang yang mempunyai 
hubungan darah. Sebetulnya bentuk tindakan 
kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga juga 
sama dengan bentuk-bentuk tindak pidana pada 
umumnya misalnya penganiayaan yang diatur 
dalam Pasal 351 KUHP, pembunuhan (Pasal 338 
KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP), dan 
penghinaan (Pasal 310 KUHP), Perzinahan (Pasal 
284 KUHP) dan perbuatan-perbuatan lain yang 
dapat dikategorikan perbuatan pidana yang diatur 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
Namun, kekerasan dalam rumah tangga mempunyai 
sifat uang khusus dan karakteristik yang terletak 
pada hubungan antara pelaku dan korban, locus 
delicti-nya serta cara-cara penyelesaiannya. 

Perumusan norma atau kaidah di dalam 
undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 
dituangkan di dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9. 
Di dalam Pasal 5 UU No. 23 tahun 2004 dinyatakan, 
setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam 
rumah tangga terhadap orang lingkup rumah 
tangganya dengan cara : a. kekerasan fisik; b. 
Kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. 



penelantaran rumah tangga. Di dalam Pasal 6 
dinyatakan bahwa, kekerasan fisik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perubahan 
yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau 
luka berat. Korelasi lain bahwa KDRT adalah 
merupakan bentuk kekerasan berbasis gender dan 
juga sebagai bentuk diskriminasi, adalah 
sebagaimana dinyatakan dalam Alinea keempat 
Penjelasan Umum UU-PKDRT, yang menegaskan : 
“...Negara berpandangan bahwa segala bentuk 
kekerasan terutama kekerasan dalam rumah 
tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan 
kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta 
bentuk diskriminasi”. 

Pernyataan atas pandangan negara tersebut 
adalah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan 
Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya, dan 
amanat Pasal 28G ayat (1) menentukan bahwa : 
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, 
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda 
yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa 
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan 
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang 
merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak 
mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk 
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama 
guna mencapai persamaan dan keadilan”. 
Selanjutnya Pasal 7 memuat pernyataan bahwa, 
kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang 
mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya 
diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa 
tidak berdaya, dan /atau penderitaan psikis berat 
pada seseorang. Sementara itu, dalam Pasal 8 
dinyatakan, kekerasan seksual sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi : (a) 
pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan 
terhadap orang menetapkan dalam lingkup rumah 
tangga tersebut, (b) pemaksaan hubungan seksual 
terhadap salah seorang dalam lingkup rumah 
tangganya dengan orang lain untuk tujuan 
komersial dan/atau tujuan tertantu. Kemudian di 
dalam Pasal 9 dinyatakan, (1) Setiap orang dilarang 
menelantarkan orang dalam lingkup rumah 
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku 
baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia 
wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau 
pemeliharaan kepada orang tersebut; (2) 
Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan 
ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi 
dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di 

dalam atau di luar sehingga korban berada di bawah 
kendali orang tersebut. Di dalam Undang-undang ini 
juga dinyatakan bahwa, tindak pidana kekerasan 
fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) 
merupakan delik aduan (Pasal 51). Demikian juga, 
tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik 
aduan (Pasal 52).  
2. Delik Aduan Kekerasan dalam Rumah Tangga 

Setiap kejahatan yang terjadi akan 
menimbulkan korban. Yang di maksud dengan 
korban kejahatan adalah : “mereka yang menderita 
secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat 
tindakan orang lain yang mencari pemenuhan 
kepentingan diri sendiri atau orang lain yang 
bertangan dengan kepentingan dan hak asasi yang 
menderita”.13 Dalam pasal 108 ayat (1) KUHP 
menentukan bahwa: “Setiap orang yang mengalami 
atau menjadi korban suatu tindak pidana itu berhak 
mengajukan pengaduan”, kiranya perlu diingat 
bahwa menurut ketentuanketentuan yang diatur 
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 
tindak semua orang berhak untuk mengajukan 
Pengaduan tindak pidana yang dilihatnya, oleh 
karena ada tindak pidana yang terjadi itu baru dapat 
dilakukan penyidikan jika ada pengaduan dari si 
korban (dalam hal delik aduan). Dalam delik aduan, 
keadaan di atas menjadi penting bagi para penyidik, 
yakni agar pengaduan tersebut dapat dipakai 
sebagai dasar yang sah untuk melakukan 
penyidikan, dan guna mencegah agar penyidik 
jangan sampai dipersalahkan karena telah 
melakukan penyidikan yang tidak berdasarkan 
undang-undang. Delik aduan (klacht delict) pada 
hakekatnya juga mengandung elemen-elemen yang 
lazim dimiliki oleh setiap delik. Delik aduan punya 
ciri khusus dan kekhususan itu terletak pada 
“penuntutannya”. Lazimnya, setiap delik timbul, 
menghendaki adanya penuntutan dari penuntut 
umum, tanpa ada permintaan yang tegas dari orang 
yang menjadi korban atau mereka yang dirugikan. 
Dalam delik aduan, pengaduan dari si korban atau 
pihak yang dirugikan adalah syarat utama untuk 
dilakukannya hak menuntut oleh Penuntut Umum. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP), secara tegas tidak memberikan pengertian 
tentang apa yang dimaksud dengan delik aduan. 
Pengertian dan defenisi yang jelas dapat ditemui 
melalui argumentasi dari pakarpakar dibidang ilmu 
pengetahuan hukum pidana, seperti yang diuraikan 
berikut ini : 
a) Menurut Samidjo, delik aduan (Klacht Delict) 

adalah suatu delik yang diadili apabila yang 

                                                 
13

 Gosita Arif,. Masalah Korban Kejahatan, Edisi Kedua, 
Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal. 41. 



berkepentingan atau yang dirugikan 
mengadukannya. Bila tidak ada pengaduan, 
maka Jaksa tidak akan melakukan penuntutan. 

b) Menurut R. Soesilo dari banyak peristiwa pidana 
itu hampir semuanya kejahatan yang hanya 
dapat dituntut atas pengaduan (permintaan) 
dari orang yang kena peristiwa pidana. Peristiwa 
pidana semacam ini disebut delik aduan.14 

Menurut pendapat para sarjana diatas, 
kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah bahwa 
untuk dikatakan adanya suatu delik aduan, maka 
disamping delik tersebut memiliki anasir yang lazim 
dimiliki oleh tiap delik, delik ini haruslah juga 
mensyaratkan adanya pengaduan dari si korban 
atau pihak yang dirugikan untuk dapat dituntutnya 
si pelaku. Dari beberapa pendapat diatas walaupun 
dirasa sudah menggambarkan secara jelas 
bagaimana karakter serta sifat hakekat dari delik 
aduan itu, namun demikian masih dirasakan sedikit 
kekurangan. Kekurangan itu adalah dalam hal 
“penuntutan”. Tegasnya para pakar tidak 
memperhitungkan adanya kemungkinan 
penggunaan asas opportunitas dalam definisi yang 
mereka kemukakan. Jadi walaupun hak pengaduan 
untuk penuntutan perkara ada pada si korban. Pada 
akhirnya, untuk dituntut atau tidak adalah semata-
mata digantungkan kepada Penuntut Umum. Untuk 
itu, akan lebih sempurna apabila definisi tentang 
delik aduan itu diberi tambahan dalam penggunaan 
asas opportunitas (asas mengeyampingkan perkara 
demi kepentingan umum atau perkara tidak 
dilimpahkan ke pengadilan demi kepentingan 
umum) karena dalam hal penuntutan perkara 
penggunaan asas ini selalu dipertimbangkan 
pemberlakuannya. 

Delik aduan (Klacht Delicten) ini adalah 
merupakan suatu delik, umumnya kejahatan, 
dimana untuk penuntutan perkara diharuskan 
adanya pengaduan dari si korban atau pihak yang 
dirugikan sepanjang Penuntut Umum berpendapat 
kepentingan umum tidak terganggu dengan 
dilakukannya penuntutan atas perkara tersebut. 
Alasan persyaratan adanya pengaduan tersebut 
menurut Simons yang dikutip oleh Satochid adalah : 
“adalah karena pertimbangan, bahwa dalam 
beberapa macam kejahatan, akan lebih mudah 
merugikan kepentingankepentingan khusus 
(bizjondere belang) karena penuntutan itu, daripada 
kepentingan umum dengan tidak menuntutnya”.15 

Dengan latar belakang alasan yang 
demikian, maka tujuan pembentuk undang-undang 
adalah memberikan keleluasaan kepada pihak 
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korban atau pihak yang dirugikan untuk berpikir dan 
bertindak, apakah dengan mengadukan perkaranya 
akan lebih melindungi kepentingannya. Apakah itu 
menguntungkan ataukah dengan mengadukan 
perkaranya justru akan merugikan kepentingan 
pihaknya (contoh : tercemarnya nama baik 
keluarga, terbukanya rahasia pribadi atau kerugian 
lainnya). Pada akhirnya inisiatif untuk mengadukan 
dan menuntut perkara sepenuhnya (dengan tidak 
mengindahkan asas opportunitas) berada pada si 
korban atau pihak yang dirugikan. Bila keberadaan 
asas opportunitas tidak diindahkan, maka 
keleluasaan untuk mengadu atau tidak mengadu 
yang ada pada si korban atau pihak yang dirugikan, 
dan tepatlah praduga sebagaimana yang 
dikemukakan diatas. Tetapi nyatanya, hal seperti ini 
ada kalanya tidak sepenuhnya berlaku. Dalam hal 
dan keadaan tertentu, penghargaan dan 
kesempatan (keleluasaan) yang diberikan itu tidak 
mempunyai arti apapun bilamana persoalannya 
diadakan pengusutan untuk kemudian dilakukan 
penuntutan oleh Penuntut Umum dengan hak 
opportunitasnya. Maka pada keadaan ini prinsip 
umum yang biasa berlaku dalam suatu delik yakni 
hak untuk melakukan penuntutan diletakkan pada 
Penuntut Umum kembali diberlakukan. Satochid 
Kartanegara, memberikan rumusan delik aduan 
sebagai berikut, delik aduan adalah delik yang 
hanya dapat dituntut jika ada pengaduan.16 

Gerson W. Bawengan membedakan delik 
aduan atas dua bagian yaitu delik aduan mutlak dan 
delik aduan relatif. Sementara Satochid 
membedakannya atas delik pengaduan absolut 
(absolute klachtdelicten) dan delik aduan relative 
(relative klachtdelicten). Dari kedua ahli tersebut 
dapat disimpulkan bahwa delik aduan dibedakan 
atas dua jenis, yaitu : 
a) Delik aduan absolut atau mutlak (absolute 

klachtdelicten).  
Delik aduan absolut atau mutlak adalah 

beberapa kejahatankejahatan tertentu yang untuk 
penuntutannya pada umumnya dibutuhkan 
pengaduan. Sifat pengaduan dalam delik aduan 
absolut (absolute klachtdelicten) ialah, bahwa 
pengaduan tidak boleh dibatasi pada beberapa 
orang tertentu, melainkan dianggap ditujukan 
kepada siapa saja yang melakukan kejahatan yang 
bersangkutan. Dalam hal ini dikatakan, bahwa 
pengaduan ini tidak dapat dipecah-pecah 
(onsplitsbaar). Delik aduan absolut ini merupakan 
pengaduan untuk menuntut peristiwanya, sehingga 
pengaduan berbunyi : “saya minta agar peristiwa ini 
dituntut”. Jika pengaduan itu sudah diterima, maka 
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Jaksa berhak untuk menuntut segala orang yang 
turut campur dalam kejahatan itu. Pengaduan 
tentang kejahatan-kejahatan aduan absolut 
mengenai perbuatan, bukan pembuat atau orang 
lain yang turut campur didalamnya. Karena itu 
pengadu tidak berhak membatasi hak menuntut, 
yakni supaya yang satu dituntut dan yang lain tidak. 
Larangan ini dinyatakan dengan perkataan : 
“Pengaduan tentang kejahatan-kejahatan aduan 
absolut tak dapat dibelah”. Contoh : A, istrinya B, 
mengaku pada suaminya, bahwa ia pernah terlena 
terhadap godaan C, sehingga ia berzina dengan C. 
Karena istrinya sangat menyesal tentang peristiwa 
itu, maka B mengampuni akan tetapi ia mengirim 
suatu permohonan kepada jaksa supaya C dituntut 
lantaran perkara itu. Secara formil permohonan ini 
harus ditolak karena menurut Pasal 284 ayat (2) 
“perzinahan” adalah kejahatan aduan absolut, jadi A 
hanya boleh mengadu tentang peristiwa itu, tidak 
kepada seorang khusus yang turut campur 
didalamnya. Kepada B harus diberitahukan, bahwa 
permohonannya baru dianggap sebagai pengaduan 
yang sah, jika ia menyatakan kehendaknya akan 
menyerahkan kepada jaksa keputusan apakah 
istrinya dituntut. Kejahatan-kejahatan yang 
termasuk didalam delik aduan absolut yang diatur 
dalam KUHP, yaitu : 
1) Kejahatan Kesusilaan (zedenmisdrijven), yang 

diatur dalam Pasal 284 tentang “zina” (overspel), 
Pasal 287 tentang “perkosaan” (verkrachting), 
Pasal 293 tentang “perbuatan cabul” (ontucht), 
didalam salah satu ayat dari pasal itu ditentukan 
bahwa penuntutan harus dilakukan pengaduan. 

2) Kejahatan Penghinaan, yang diatur dalam Pasal 
310 tentang “menista” (menghina), Pasal 311 
tentang “memfitnah” (laster), Pasal 315 tentang 
“penghinaan sederhana” ( oenvoudige 
belediging), Pasal 316 (penghinaan itu terhadap 
seorang pejabat pemerintah atau pegawai 
negeri yang sedang melakukan tugas secara sah, 
untuk menuntutnya berdasarkan Pasal 319, 
tidak diperlukan pengaduan), Pasal 319 (disini 
ditentukan syaratnya bahwa kejahatan 
penghinaan dapat dituntut setelah oleh pihak 
penderita dilakukan pengaduan kecuali dalam 
hal Pasal 316, hal ini merupakan penyimpangan 
dari ketentuan delik aduan itu sendiri). 

3) Kejahatan membuka rahasia (schending van 
geheimen), yang diatur dalam Pasal 322 dan 
Pasal 323, yaitu bahwa guna melakukan 
penuntutan terhadap kejahatan ini harus 
dilakukan pengaduan, ditentukan dalam ayat 
terakhir dari kedua pasal itu. 

4) Kejahatan mengancam (afdreiging), yang diatur 
dalam Pasal 369 bahwa dalam ayat (2) 

ditentukan bahwa diperlukan pengaduan untuk 
mengadakan penuntutan. 

Selain kejahatan-kejahatan aduan absolut 
yang diatur didalam KUHP, diluar KUHP terdapat 
juga pengaturan mengenai kejahatan aduan 
tersebut, seperti: kekerasan dalam rumah tangga 
yang diatur didalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(UUPKDRT). Pasal 51-53 menentukan tindak pidana 
kekerasan dalam rumah tangga yang termasuk 
kedalam delik aduan. Tindak pidana kekerasan 
dalam rumah tangga tersebut, yaitu : 
1) Tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh 

suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak 
menimbulkan penyakit atau halangan untuk 
menjalankan pekerjaan jabatan atau mata 
pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Hal 
tersebut diatur didalam Pasal 51 jo Pasal 44 ayat 
(4) UUPKDRT. Menurut Pasal 6 UUPKDRT, yang 
dimaksud dengan kekerasan fisik adalah 
perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh 
sakit, atau luka berat. 

2) Tindak pidana kekerasan psikis yang dilakukan 
oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang 
tidak menimbulkan penyakit atau halangan 
untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata 
pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Hal 
tersebut diatur didalam Pasal 52 jo Pasal 45 ayat 
(2) UUPKDRT. Menurut Pasal 7 UUPKDRT, yang 
dimaksud dengan kekerasan psikis adalah 
perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, 
hilangnya rasa percaya diri, hilangnya 
kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, 
dan/atau penderitaan psikis, berat pada 
seseorang. Tindak pidana kekerasan seksual yang 
meliputi pemaksaan hubungan seksual yang 
dilakukan oleh suami terhadap istri atau 
sebaliknya. Dengan ditentukannya beberapa 
jenis kekerasan dalam rumah tangga tersebut 
sebagai delik aduan, pembentuk undang-undang 
(Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga) telah mengakui adanya unsur 
privat/pribadi dalam kasus kekerasan dalam 
rumah tangga. 

b) Delik aduan relatif (relative klachtdelicten) 
Delik aduan relatif adalah beberapa jenis 

kejahatan tertentu yang guna penuntutannya pada 
umumnya tidak dibutuhkan pengaduan, tetapi 
dalam hal ini hanya ditentukan bahwa pengaduan 
itu merupakan syarat, apabila diantara si pembuat 
dan si pengadu terdapat hubungan tertentu. 
Hubungan tertentu antara si pembuat dan si 
pengadu ialah hubungan keluarga-keluarga sedarah 
dalam garis lurus (bapak, nenek, anak, cucu) atau 
dalam derajat kedua dari garis menyimpang 



(saudara) dan keluargakeluarga perkawinan dalam 
garis lurus (mertua, menantu) atau dalam derajat 
kedua dari garis menyimpang (ipar). Contoh-contoh 
delik aduan relatif yang diatur secara tersendiri 
dalam KUHP, yaitu : 
1) Pasal 362 tentang kejahatan pencurian (diefstal), 
2) Pasal 367 tentang kejahatan pencurian yang 

biasa disebut “pencurian di dalam lingkungan 
keluarga”, 

3) Pasal 369 jo Pasal 370 jo Pasal 367 tentang 
pemerasan dengan menista (afdreigging atau 
chantage), misalnya A 127 mengetahui rahasia B, 
kemudian datang pada B dan minta supaya B 
memberi uang kepada A dengan ancaman, jika 
tidak mau memberikan uang itu, rahasianya akan 
dibuka. OLeh karena B takut akan dimalukan, 
maka ia terpaksa memberi uang itu, 

4) Pasal 372 jo Pasal 376 jo Pasal 367 tentang 
penggelapan yang dilakukan dalam kalangan 
kekeluargaan, 

5) Pasal 378 jo Pasal 394 jo Pasal 367 tentang 
penipuan yang dilakukan dalam kalangan 
kekeluargaan. 

Hubungan kekeluargaan harus dinyatakan 
pada waktu mengajukan pengaduan. Penuntutan 
hanya terbatas pada orang yang disebutkan dalam 
pengaduannya. Apabila, misalnya, yang disebutkan 
ini hanya si pelaku kejahatan, maka terhadap si 
pembantu kejahatan, yang mungkin juga 
berkeluarga dekat, tidak dapat dilakukan 
penuntutan. Dengan demikian pengaduan ini adalah 
dapat dipecah-pecah (splitsbaar). Dari pasal-pasal 
yang tercantum mengenai delik aduan itu, 
penggunaan istilah “hanya dapat dilakukan 
penuntutan kalau ada pengaduan”. Maka kalimat 
itu menimbulkan pemikiran atau pendapat bahwa 
dengan demikian pengusutan dapat dilakukan oleh 
pihak petugas hukum demi untuk kepentingan 
preventif. Walaupun pendapat demikian itu adalah 
benar, namun untuk kepentingan tertib hukum, 
adalah lebih beritikad baik bilamana pengusutan itu 
diajukan secara lisan dari pihak yang dirugikan 
bahwa ia akan mengajukan pengaduan. Menurut 
Modderman, ada alasan khusus dijadikannya 
kejahatankejahatan aduan relatif bilamana 
dilakukan dalam kalangan keluarga, yaitu17: 
1) Alasan susila, yaitu untuk mencegah pemerintah 

menghadapkan orang-orang satu terhadap yang 
lain yang masih ada hubungan yang sangat erat 
dan dalam sidang pengadilan, 

2) Alasan materiil (stoffelijk), yaitu pada 
kenyataannya di dalam suatu keluarga antara 
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pasangan suami istri dan istri ada semacam 
condominium. 

Baik delik aduan absolut maupun delik 
aduan relatif yang sering disebut aduan saja, 
dimaksudkan untuk mengutamakan kepentingan 
pihak yang dirugikan dari pada kepentingan 
penuntutan. Dengan kata lain pembuat undang-
undang memberikan penghargaan kepada pihak 
yang dirugikan dan kesempatan untuk mengadakan 
pilihan, apakah ia bermaksud untuk mengajukan 
pengaduan atau mendiamkan persoalan, misalnya 
demi untuk nama baik keluarga ataupun mungkin 
untuk menyimpan sebagai rahasia yang tidak perlu 
diketahui orang banyak. 

Menurut Utrecht alasan satu-satunya 
pembentuk undang-undang untuk menetapkan 
suatu delik aduan adalah pertimbangan bahwa 
dalam beberapa hal tertentu pentingnya bagi yang 
dirugikan supaya perkaranya tidak dituntut adalah 
lebih besar dari pada pentingnya bagi negara 
supaya perkara itu dituntut.18 Konsekuensi yuridis 
dari penentuan tersebut adalah aparat penegak 
hukum tidak dapat melakukan tindakan hukum 
apapun terhadap pelaku, meskipun mereka 
mengetahui bahwa tindak pidana telah terjadi, jika 
korban dari tindak pidana tersebut melakukan 
pengaduan. 

Dalam UUPKDRT ditentukannya beberapa 
pasal yang termasuk ke dalam delik aduan, maka 
ketentuan dalam Bab VII KUHP tentang, 
memasukkan dan mencabut pengaduan dalam 
perkara kejahatan, yang hanya boleh dituntut atas 
pengaduan, berlaku untuk UUPKDRT. Dalam 
UUPKDRT tidak ada ketentuan yang mengatur 
mengenai tenggang waktu seseorang diperbolehkan 
untuk mengadu dan tenggang waktu seseorang 
diperbolehkan untuk mencabut pengaduannya. 
Sehingga mengenai tenggang waktu tersebut 
berlakulah Pasal 74 KUHP tentang tenggang waktu 
diperbolehkannya untuk mengadu, yaitu :  
1) Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu 

enam bulan sejak orang yang berhak mengadu 
mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat 
tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan 
bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia. 

2) Jika yang terkena kejahatan berhak mengadu 
pada saat tenggang waktu tersebut dalam ayat 1 
belum habis, maka setelah saat itu, pengaduan 
masih boleh diajukan hanya selama sisa yang 
masih kurang pada tenggang waktu tersebut. 

Sedangkan Pasal 75 KUHP mengatur 
tentang tenggang waktu mencabut pengaduan, 
yaitu : Orang yang mengajukan pengaduan, berhak 
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menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah 
pengaduan diajukan. Dengan ditetapkannya tindak 
pidana kekerasan dalam rumah tangga baik fisik, 
psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran 
dalam rumah tangga sebagai delik aduan memang 
ditujukan untuk memperhatikan kepentingan 
korban, namun dalam beberapa hal misalnya 
terhadap tindak pidana kekerasan fisik dan 
kekerasan seksual ada baiknya untuk diarahkan 
menjadi delik biasa atau delik pidana umum. 
Pertimbangan dari perubahan delik aduan menjadi 
delik biasa tersebut dilihat dari akibat serta dampak 
dari tindak pidana yang dapat dibuktikan tidak 
hanya berdasarkan pengaduan korban, dan 
merupakan kewajiban dari negara untuk melindungi 
warga negaranya yang telah nyata-nyata dilanggar 
HAM-nya. 

B. Perumusan Sistem Sanksi Pidana Tindak 
Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga 

Kebijakan formulatif terhadap jenis sistem 
perumusan sanksi pidana (strafsoot) dan 
perumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat) 
tersebut akhirnya bermuara pada bagaimana cara 
pelaksanaan pidana (strafmodus), jadi dari sudut 
sistem pembinaannya (treatment) dan 
kelembagaannya/institusinya. 

Ilmu pengetahuan Hukum Pidana juga 
mengenal empat system perumusn lamanya sanksi 
pidana (strafmaat) yaitu : 
a. Sistem fixed/definite sentence berupa ancaman 
pidana yang sudah pasti. 
b. Sistem indefinite sentence berupa ancaman 
lamanya pidana secara maksimum. 
c. Sistem indeterminate sentence berupa tidak 

ditentukan batas maksimum pidana sehingga 
badan pembuat umdang-undang menyerahkan 
sepenuhnya kebijakan (diskresi) pidana kepada 
aparat pelaksana pidana yang berada pada 
tingkatan yang lebih rendah, misalnya dalam 
menetapkan ukuran, sifat atau lamanya pidana 
untuk pelaku kejahatan tertentu. 

d. Sistem determinate sentence berupa 
ditentukannya batas minimum/maksimum 
lamanya ancaman pidana. 

Sebelum UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT 
diberlakukan, penegak hukum mempergunakan 
Pasal 356 KUHP untuk menjerat pelaku kekerasan 
dalam rumah tangga. Pasal tersebut menyatakan : 
Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, 
dan 355 dapat ditambah sepertiganya : 1e. jika si 
pelaku melakukan kejahatan itu kepada ibunya, 
bapaknya yang sah, isterinya (suaminya) atau 
anaknya. Sedangkan Pasal 351 KUHP menentukan:  

1) penganiayaan dipidana dengan pidana penjara 
selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau 
denda sebanyak-banyaknya Rp 135.000,- . 

2) jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si 
pelaku dipidana penjara selama-lamanya 5 
tahun . 

3) jika perbuatan itu menjadikan korbannya mati, 
maka pelaku dipidana penjara selama-lamanya 7 
tahun. 

4) dengan penganiayaan disamakan merusak 
kesehatan orang dengan sengaja. 
5) percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat 
dihukum. 

Melihat kepada bunyi ayat (4) pasal di atas, 
harus ditafsirkan bahwa perbuatan apa pun yang 
dilakukan seseorang, baik itu memukul, 
menendang, menampar, dan lain-lain yang dapat 
mengakibatkan rusaknya kesehatan seseorang, 
harus dianggap sebagai penganiayaan. Pada 
implementasinya, UUPKDRT menggunakan sistem 
perumusan alternatif berupa ancaman pidana 
penjara atau denda. Bentuk perumusan ini terdapat 
dalam bab VIII (Pasal 44 (kekerasan fisik), Pasal 45 
(kekerasan psikis), Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 
(kekerasan seksual), serta Pasal 49 (penelantaran). 
Pasal 44 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 
Tangga menentukan : 
1) setiap orang yang melakukan perbuatan 

kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun atau dengan denda paling banyak Rp 
15.000.000,-. 

2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1)mengakibatkan korban mendapat 
jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda 
paling banyak Rp 30.000.000,-. 

3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 
tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,-. 

4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap 
isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan 
penyakit atau halangan untuk menjalankan 
pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau 
kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 bulan atau denda paling 
banyak Rp 5.000.000,- 

Pasal 45 UU Penghapusan Kekerasan dalam 
Rumah Tangga menentukan : 

1) Setiap orang yang melakukan perbuatan 
kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b 



dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 
9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).  

2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri 
atau sebaliknya yang tidak menimbulkan 
penyakit atau halangan untuk menjalankan 
pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau 
kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda 
paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). 

Ketentuan tentang kekerasan psikis ini 
ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan 
ketentuan-ketentuan kekerasan lainnya dalam 
lingkup rumah tangga. Padahal akibat yang 
ditimbulkan dari kekerasan psikis ini sama beratnya 
dengan kekerasan fisik karena berkaitan dengan 
harga diri walaupun kekerasan psikis ini tidak 
meninggalkan luka pada fisik sehingga sulit untuk 
dilihat dengan mata telanjang. Tetapi kekerasan 
psikis dapat menimbulkan stres pada korban, dari 
stres inilah dapat membuat tubuh menjadi lemah 
sehingga mudah jatuh sakit. Pasal 46 UU 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 
menentukan : Setiap orang yang melakukan 
perbuatan kekerasan seksual sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun 
atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga 
puluh enam juta rupiah). 

Pasal 47 UU Penghapusan Kekerasan dalam 
Rumah Tangga menentukan : Setiap orang yang 
memaksa orang yang menetap dalam rumah 
tangganya melakukan hubungan seksual 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 
(empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 
(lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 
12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda 
paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta 
rupiah). 

Pasal 48 UU Penghapusan Kekerasan dalam 
Rumah Tangga menentukan: Dalam hal perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 
mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak 
memberi harapan akan sembuh sama sekali, 
mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan 
sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu 
terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-
turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, 
atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat 
reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling 
lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit 
Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan 

denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah). 

Pasal 49 UU Penghapusan Kekerasan dalam 
Rumah Tangga menentukan : Dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau 
denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas 
juta rupiah), setiap orang yang: 
a) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah 

tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (1); 

b) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (2). 

Dalam hal penelantaran ini tidak dijelaskan 
perbedaan sanksi pidana terhadap penelantaran 
ekonomi atau penelantaran nafkah lahir dan batin. 
Apabila penelantaran yang terjadi adalah hanya 
penelantaran ekonomi maka penjatuhan sanksi 
pidana penjara tidaklah tepat, akan lebih baik jika 
pidana yang dijatuhkan berupa pidana denda 
dengan batas minimum dan maksimum serta ganti 
kerugian terhadap korban yang ditelantarkan. Jadi 
korban pun merasa haknya dipenuhi oleh hukum. 

Keputusan hakim dalam menjatuhkan 
pidana kepada pelaku sepenuhnya ada di tangan 
hakim. Apabila dikaji lebih dalam terhadap 
UUPKDRT yang menganut rumusan pidana alternatif 
berupa pidana penjara atau denda, bisa jadi hakim 
memutuskan dengan menjatuhkan pidana denda 
saja. Adanya pilihan ini akan sangat menguntungkan 
pelaku, sehingga pelaku tidak perlu menjalani 
pidana penjara dalam kurun waktu tertentu. Pelaku 
masih bebas berkeliaran dan besar kemungkinan 
timbul rasa tidak aman dan tidak nyaman bagi 
korban. Sedangkan pencantuman ancaman pidana 
maksimal saja memberikan peluang bagi pelaku 
mendapat sanksi pidana yang rendah karena 
ketiadaan batasan minimal. 

Bagian akhir dari Undang-Undang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini 
memuat tentang ketentuan pidana, dengan 
beberapa bentuk pidana yakni pidana penjara, 
pidana denda dan pidana pengawasan. Besarnya 
pidana penjara dan denda ada dalam rentang satu 
tahun sampai dengan lima belas tahun, yang 
nampaknya mengacu pada ketentuan dalam KUHP, 
karena parameter penetapan pidana ini sama sekali 
tidak pernah diuraikan, seperti juga dalam 
peraturan-peraturan lainnya. Suatu parameter bagi 
penetapan sanksi pidana baru dapat diciptakan 
apabila telah disepakati sebelumnya apa yang 
hendak dijadikan landasan berpikir untuk 
pemidanaan. Berkenaan dengan parameter 
penentuan pidana, Tim Perumus KUHP telah 
membuat peringkat berdasar keseriusan (gravity) 
tindak-tindak pidana. Peringkat ini dibagi ke dalam 



lima tingkat dengan menggunakan tehnik skala 
semantic, dari “sangat ringan” sampai dengan 
“sangat serius“ dengan catatan bahwa tindak 
pidana yang “sangat ringan“ tidak dikenakan 
perampasan kemerdekaan, sedang tindak pidana 
yang sangat serius adalah tindak pidana yang 
dikenai sanksi pidana penjara lebih dari tujuh tahun. 
Sangat disayangkan konstruksi skala ini tidak 
dikembangkan lebih lanjut. Oleh karenanya lagi-lagi 
dijumpai masalah dalam menetukan proporsi 
masing-masing tindak pidana, baik dalam hal 
paritas, peringkat maupun jarak kualitatif (parity, 
rank-ordering and spacing) antara satu tindak 
pidana dengan yang lain. Tidak dijelaskan tentang 
cara Tim Perumus menentukan kategori tindak 
pidana, tapi nampaknya belum ditemukan metode 
tertentu sehingga klasifikasi, peringkat dan 
penentuan sanksi pidana masih mirip dengan KUHP, 
seperti juga yang ditemukan dalam UU PKDRT. 

Upaya menentukan proporsi ini memang 
sama sekali tidak mudah, akan tetapi sangat penting 
demi konsistensi, bukan hanya dalam tingkat 
legislasi tetapi juga pada tingkat implementasi oleh 
lembaga yudikatif kelak. Erat kaitannya dengan ini 
adalah parameter pemidanaan dalam perumusan 
sanksi. Barda Nawawi dan Soedarto sudah 
mengeluhkan kondisi semacam ini. Dapat dipastikan 
ketiadaan parameter ini bukan sekedar masalah 
tehnis, tapi juga masalah filosofis, sehubungan 
dengan tidak adanya falsafah pemidanaan. Kondisi 
ini diperberat lagi karena proses legislasi sebagai 
suatu proses politik yang menghasilkan hukum yang 
berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, sampai saat 
ini memang belum memuaskan. Adanya logrolling 
atau vote trading, cukup banyak memberi warna 
pada proses ini. Selain itu, mekanisme penggodokan 
yang sampai kini masih diperdebatkan, rendahnya 
partisipasi publik, dan kemampuan para legislator 
sendiri merupakan faktor yang paling signifikan 
dalam menentukan kualitas produk legislatif. Hal ini 
makin terasa ketika melihat produk hukum pidana, 
karena proses ini pada dasarnya merupakan suatu 
proses politik dengan argument-argumen politik. 
Untuk menentukan perilaku yang dipandang layak 
diancam dengan sanksi pidana, dan kemudian, jenis 
dan besaran pidana yang layak diancamkan pada 
perilaku tersebut. Penentuan perilaku yang 
dirumuskan sebagai tindak pidana seharusnya 
diawali dengan pertanyaan : apakah suatu perilaku 
selayaknya diserahkan pada private ethics ataukah 
ia telah menjadi bagian dari ranah (domain) publik. 
Mayoritas warga termasuk para ahli hukum 
cenderung untuk bersikap menerima begitu saja 
perilaku yang dirumuskan sebagai tindak pidana 
beserta sanksi pidananya, yang dapat didasarkan 

hanya atas informed acceptance maupun 
indifference. Apakah ini mencerminkan kepercayaan 
mutlak mereka pada lembaga legislatif, atau 
ketidaktahuan masyarakat, belum pernah diteliti. 

Ada beberapa hal yang patut menjadi 
pemikiran bersama dari persfektif teori pemidanaan 
dan tujuan diberlakukannya UU PKDRT. Hal-hal 
tersebut adalah : 
a) Penerapan pidana penjara jangka pendek dalam 

hal ini tidaklah akan memberi dampak positip 
apa pun, bahkan menimbulkan dampak negatif 
seperti stigma pada pelaku, pengaruh buruk dari 
sesama napi di LP, rusaknya hubungan 
perkawinan, dan akibat lain terhadap anak 
dalam keluarga yang mengalami KDRT tersebut. 
Eksistensi pidana penjara jangka pendek sudah 
lama dipertanyakan dalam kajian hukum pidana, 
karena lebih banyak dampak negatif daripada 
tujuan yang bisa dicapai. 

b) Jika hakim memang mempertimbangkan 
berbagai hal yang sifatnya meringankan pada diri 
pelaku, maka sebaiknya hakim menerapkan 
sanksi pidana bersyarat, yang tidak berdampak 
negatif sama sekali. Bahkan dalam hal ini hakim 
dapat memberikan syarat-syarat tertentu yang 
justru dapat mencegah pelaku mengulangi 
perbuatan KDRT. Hakim misalnya dapat 
mensyaratkan bahwa pelaku tidak boleh berkata 
atau bersikap kasar kepada korban, atau 
melakukan penelantaran rumah tangga selama 
masa percobaan tersebut, atau mensyaratkan 
pelaku untuk menjalani konseling khusus dalam 
mengatasi perilaku kekerasan tersebut. 

Melihat uraian ini memang upaya 
penentuan sanksi pidana harus sudah dimulai 
melalui suatu penelitian yang mendalam untuk 
menjaring pandangan dan dinamika masyarakat, 
serta nilai-nilai yang berkembang di dalamnya. 
Hanya dengan cara itulah maka akan diperoleh 
suatu gambaran yang akurat mengenai penentuan 
sanksi pidana dalam berbagai ketentuan pidana 
kita, termasuk KDRT. 

PENUTUP 
A. Kesimpulan        
1. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 

menurut ketentuan Undang-Undang Kekerasan 
dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) pada 
beberapa ketentuan pasalnya yang tidak 
menimbulkan akibat yang berupa penyakit atau 
halangan untuk menjalankan aktivitasnya sehari-
hari ditentukan sebagai delik aduan 
sebagaimana tersebut pada Pasal 51 (kekerasan 
fisik), 52 (kekerasan psikis), dan 53 (kekerasan 
seksual yang dilakukan oleh suami atau istri). 



Para pelaku tindak pidana kekerasan dalam 
rumah tangga dapat saja bebas dari segala 
tuntutan hukum apabila korbannya tidak 
membuat pengaduan atau mencabut 
pengaduannya padahal perbuatan pelaku jelas-
jelas melanggar hak asasi korban. Diperlukan 
pengaturan yang lebih tegas dalam UU 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga 
mengenai klasifikasi perbuatan mana saja yang 
termasuk delik aduan dan perbuatan yang 
termasuk delik biasa. 

2. Penanggulangan terhadap tindak pidana 
Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut 
ketentuan Undang-Undang Kekerasan dalam 
Rumah Tangga (UUPKDRT) dalam pemberian 
sanksi berupa pidana penjara   atau denda 
minimum dan maksimum. Sebagaimana yang 
ada dalam Pasal 44  (kekerasan fisik), Pasal 45 
(kekerasan psikis), dan Pasal 49 (penelantaran) 
tidak ditentukan batas minimal pidana hanya 
menyebut batas maksimal saja. Sedangkan 
untuk Pasal 46 dan Pasal 47 tentang kekerasan 
seksual disebutkan dalam Pasal 48 ditentukan 
dengan jelas batas minimal dan batas maksimal 
penjatuhan pidana penjara dan pidana 
dendanya. Ancaman pidana bersifat alternatif, 
keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana 
kepada pelaku sepenuhnya ada di tangan hakim. 
Namun dengan adanya ketentuan ancaman 
pidana yang bersifat alternatif, bisa jadi hakim 
memutuskan dengan menjatuhkan pidana 
denda. Hal ini akan sangat menguntungkan 
pelaku karena tidak perlu menjalani pidana 
penjara dalam kurun waktu tertentu. Pelaku 
masih bebas berkeliaran dan besar kemungkinan 
timbul rasa tidak aman dan tidak nyaman bagi 
korban. Selain itu ketentuan tentang kekerasan 
psikis ancaman pidananya lebih ringan 
dibandingkan ketentuan-ketentuan kekerasan 
lainnya dalam lingkup rumah tangga. Padahal 
akibat yang ditimbulkan dari kekerasan psikis ini 
sama beratnya dengan kekerasan fisik karena 
berkaitan dengan harga diri walaupun kekerasan 
psikis ini tidak meninggalkan luka pada fisik 
sehingga sulit dilihat oleh mata. 

B. Saran 
1. Perlu kajian ulang terhadap Undang-Undang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 
seperti kriminalisasi atas suatu perbuatan, sifat 
delik aduan pada beberapa tindak pidana karena 
ada beberapa tindak pidana kekerasan dalam 
rumah tangga yang lebih tepat bila termasuk 
dalam delik biasa demi perlindungan Hak Asasi 
Manusia dan tegaknya keadilan. 

2. Selain sanksi maksimal perlu pencantuman lebih 
tegas dalam hal batas minimal penjatuhan sanksi 
pidana baik penjara maupun denda untuk 
adanya jaminan kepastian hukum, serta sifat 
alternatif sanksi dalam Undang-Undang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 
perlu dipertimbangkan untuk menggunakan 
sistem kumulatif-alternatif karena apabila 
menggunakan sistem alternatif saja untuk tindak 
pidana kekerasan dalam rumah tangga yang 
tergolong berat sangatlah tidak adil bagi korban, 
dimana pelaku dapat bebas dari pidana penjara 
hanya dengan membayar denda saja, sehingga 
korban merasa tidak aman. 
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